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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 16 TaHUN 200:
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAY NOMGR 9
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FERATURAN DAERAH KASUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANRCG
Rg o= kan
dan
lam
mbosr
recin
N & aunz,
2sarkan ! repu-
cusan Manteri Dzalam Negeri HNomor
84 Tahun 1992 <tTentang Pedoman

Umum  Pengaturan Mengenai Desa
p=rla mengatur Sumber—-sumber
Pendapatan Desa;
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bahwa untuk maksud tersebut
perlu diatur dan ditetapkan
cengan Peraturan Dasrah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 195
Tentang Pembentukan ‘Daerzh-
daerah Kabupaten dalam Ling—
kungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undanyg Ncmor 22 tahun
1999 tentang Pemerintzhan Daerzah

( Lembaran Negaraza Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan ‘'.embaran Hegara Nomor
3839 );

Undang-undang Nomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuan-
gan Antara Pemerintah Pusat dan
Dazrah (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
2848) ;

Keputu=san Prasiden Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 1S99
tentang Penyusunan Peraturan
Perundang—-undangan dan bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancan-—
gan Peraturan Pemerintah  dan
Rancangan Keputusan Presiden:
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Keputusa Menteri Dalam HNegeri
Nomor 63 Tahun 1999 tentang
Petunjuik Pelaksanzzn dan Penye-

suaizn Peristilzhesn Dalam penvye—
ienggarazn Pemerintzhan Desa dan
Kelurzhan;

Reputuszn Menteri Dalam Msgeri
Nomor &4  Tahun 1999 tentang
Pecoman Umum Pengaturan fMengenal
Cesa.

Dengan persetujuan

N RAKYAT DAERAH KQBUPQTEN RZMBANG

m

MUTUSHKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH -KABUPATEN REMBANG
TENTANG GUMBER PENDARPATAN DESA.

Dzlam Peraturan Daerah ini  vye

BAB I

KETENTUAN UMUM

(=
[

Pz2sa

o
5

L&)

dimaksud dencan :

Sin

-

E

a.

Daerah zdalzah deuhc.uen Pe’rlad:
Bupati adalah Bupati Rembang;
Camazt adalah Camat di Kabupaten
Rembang;

Kepala Desa adalah Kepala Pemer—
intah Desz;
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Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum Yang

memiliki kewsnangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat

hardasarkan asal-usuyl dan agat istiadat
< « . - Y o~ ~

.

=~ L (L
0 o

Yy

n o

na I

dan 2 n D=s3;

Pamer z agalzh Kepzala Cz23z dan
Peranckat Desa;

Sagan Ferwakilan Desza yang s2 et
but IZFD adalzh Bzgan P=-wakil terdir:
atas penulks-penukz masyarak ada i
Dezz vang berfungsi mengayomi adat istiadat
meEmnbuai B zn D2=a, Menamaung J2n menyas
iurkan a=pirasi masyarai =l akukan
sengawasan cerhadap gen Pemerin—
tahan Desa; '

Peraturan Desz 2dalzah g telzh
diterarkan olsh Kepzals mandapat
pars==tujuan Bacan Per

&
Keputusan HKepala Desa
ditetackan oleh Kepala
kan Peraturan Desa;

Sumbsr Pandapatan Deca adalzh ssmua sumegsr
pensrimaan 0Desa baik cerupa Fencapatan Asii
Desa, bartuan dari Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, ‘emerintah Kabupaten dan sumbangan

Pihak Ketiaa maupun pinjaman Desz;
Anggaran #Pendapatan dan Belanja Desa Yand
selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran yang
terdiri atas bagian penerimaan dan bagian
pengeluaran vang ditetapkan setiap tahun cleh
kepala desa dengan Peraturan Desa;
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Pinjaman Desa adalah semua keglatan/transaksi
vang mangaklibatkan Desa menerima dari pihzak
lain <s2jumlah uvang atau sesuztu yang dapzat

dinilzl dcdzangan uang sehincga desa  tersebus
herkewzjiZarn  untuk membaver kemball berusc
uang sasu2l periznjian;

Kekayvzzn D=3z acdalzh segzlz kKekavaan / zset
Dezza yang- barupa barang bergerak maupun tidak
bergerzk dan dapat manjadl sumber penghzasilian
bzagl dssa vang bersangkutan:

Pihak Ketigz adalah Pihak swasta atau instan-—
si lain di luar Femsrintah Desza, Femsrintah,
Pemerintzh Propinsi dan Pemerintah Kabupaten:
Tucas Pembantuan adzlahn psnugasan dari
Cemerintzh  kKepada Dasirah dan Desa dan dari
Dzarah Desza untuk melaksanakan tuaass
tertantu g disertzil pembilavaan, -saraznza dan
oirasaranz 2 sumbkser daya @anusia  dendan
kewajiban m=zlaporkan pelaksanaannva ian
menpertanggungjawabkannya kepadza vang
manugaskan.

SUMEBER PENDAPATAN DESA

d. sumbangan dari Pihak Ketiga vang tidak
mengikat;
e. pinjaman Desa.
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(2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf a terdiri dari -

a. hasil usaha Desa:
b. hasil kekayaan Decsa;
C. punguTan Desa; "
d. : Swadava dan partisipasi:
e. hac aotong rovonry dan
T. lain-lain Pendapatan Asli Desxz yang sah. .
CE) Bantusrn dari Femerintah Kabupzte
mana cimaksud avat (1) huruf & =
2. bagian daci cerolshan pajak da
Caerai:
b. bagian dari danz verimbzanaga
Pusat dan Dasrzh vang dige
bemerintah Kabupaten;
{(4) Bantuan dari Pemerintah dan Pemarintah
PFropinsi sebagaimana dimakasud avat (1) huruf
© acalah bantuan vang diterima dari Pemer-
intah dan Pemerintah Propinsi dalam rangka
cenvelenggaraan tugas—-tugas Pembantuan vang
f@lserahkan pada Pemerintah Desa.

BAB ITI -

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
SUMBER PENDAPATAN DESA &

Pasal 3
Pengurusan dan pengelolaan Sumber Pendapatan

Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnyza
menjadil Pendapatan Desa vang dikelola wmeialuil
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APRD dan digunakan sepenuhnya untuk penyeleng—
garaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyara-
atan di Desa.

BAB IV

PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
SUMBER PENDAPATAN DESA A '

Bagian Kesatu
Pengembangan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 4
sumbar  o=npdapatan Desz
inLah Dessa zalzu dengan
pemerintah Fropinsi dan

W zrhadap sumber pendzpstan Desa
cimarsud Pasal z dann Passl I
eh Pemerintzh Desa =ztau Badar

denaan berpedoman pada APBD.
{2) Pengawasan terhadap pangelclzazan Sumber
Pencapatan Desa dilakukan oleh Bupati atau

Peiabat lain vang ditunjuk dan BPD.
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BAB Vv

ENIS-JENIS KEKAYAAN DESA

Paszl &
Nis-jenis kakayaan Desa terdiri dari -
tanah kas De=a
pasar De sa;

bangunan miiik Desa;

pemandian umum vang dikeiola Dessz-

ﬁb”ek rekrsasi yang dikelola Desa:
empat pemancingan yang dikelzls Desa;

huLan Dessg;

Jalan Desa;

lain-lzain kekayvaan yang dimiliki Desa.

BAaBE vI

PENGATURAN MENGENAI PUNGUTAN DESA, sSwaDava,
PARTISIPASI DAN GOTONG ROY DNG

Bagian Kesatu
Pungutan Desa

Pasal 7

Sear

Segala punautan baik berupa uang, benda dan
atau baranc yvang sifatnya membebani masyara-
kat vang dilakukan dleh Pemerintah Desa
harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Jenis-jenis Pungutan Desa antara lain
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pungutan vang berasal darl luran sesuai
denaan mata pencaharian masyarakat Desa
berdasarkan kemampuan ekonoml ;

M)

3. pungutan yang barasal daril ongkos cstak
curat—-surat keterangan dan administrasi;
> . pungutan  vang beraszal dari  perusahaan
vang berada di Desa sesual dengan Klasi-
Tikasi: '
5. oungutan yang berassal dari transaksi
peralihan hak vana belum  dipungut oleh
Femerintah, Pemerintah Propinsil dan atau
Pemarintan abupaten sesusail Paraturan
Fzrundang-undangan vang berlaku;
= vpungutap—oungutan lain vang ditatapikan
lebih lanjut oleh Bupati;
lain Jjenis—jenis punagutan sebagaimanza

imaksud ayat (2) dapat dilakukan pungutan
Desa untuk kegiatan sosial tertentu vang
hersifat mendesak dengan Keputusan Kepala
atas Persstujuan 8P0.

Bagian Kedua
Swadava

Pasal 8

dimaksud Swadaya adalah pendapatan Desa

dipercleh daril kemampuan suatu Kkelompok
arakat dengan kesadaran dan inisiatif sen—

untuk memenuhl kebutuhan Jangka pendek
un  Jjangka panjang vyang dirasakan dalam
arakat.
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Bagian Ketiga
Partisipasi dan Gotong Royong

Pasal 9
Pendapatan Desa yang diperoleh dari hasil parti-

pasi masyarakat dan gotong royong adalah
“bdnaan tenzaga warga Desa . dalam bantuk

_)
he rjasama timb=2! B21ik vans bhersifat sukarela
dzngan Pemerintic [iZse L~tuk memenubi  sabotukan
vang bersifat insidantil ma e UnNazn

SUN berkeians
3
-~

PINGELOLAAN, PENGADAAN/PERDLEHAN, PENGEMBANGAN,

N

STATUS HUKUM, DAN ADMINISTRASI KEKQYQQN DESA

£ s N
v ¥
. ;

Bagian Kedua
Pengadaan/Parolehan



137

Pasal 11

Pengadaan kekavaan Dz2sa dapat berasal dari 2

z. m2menfaatkan tanah Negara atau bekas tanzhk
halk adat melalul nermohonan hak:

. zambsliang

C. memIangun bangunan milik Desz misal pasar
Lizgsa, Pamandian Umum dan laln—la1n; .

. pemberian tau b_n uan dari Pemerintah dcai
Pemaerintah Propinsi;

2. geEmbarian atau hantuan dari Pemerintah Kabuo-
paten;

T. zamberian atau sumbangan, hibah, wakaf dJdari
masyarakat baik berupa barang bergerak dzan
atau barang tidak bergerzk;

Z. Cazra-cara lain vanc sah.

S8agian Ketiga
Pengembangan
Pasal 12

Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD dabpat

melakukan Pengembangan terhadap kekayaan Dessz

melalui APBD atau kerjasama dengan pihak lain.

Bagian Keempat
Status Hukum

Pasal 13
Segala sumber kekayaan Dasa sebagaimana dimaksud

Pasal 6, status hukumnya menjadi milik Pemerin-
tah Desa.
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Bagian Kelima
Administrasl Kekayaan Desa

Pasal 14
istirasi  Kekayaan Desa dilakukan dengarn
<ukan psndatazan ARdministrasi cleh Pemerintsh
cdan dicatat melalui Daftar Inventarisaci
cAE VIIT
PENGATURAN PELIMPAHOAN ATAU LARALTHAN
FUNGSI KEKAYaAAN DESH
Pasal 15
ekayaan Desa sebag
ilarang untuk
emada pPihak lai
FoEnlingan pros
eoaentincan umun
rtah Dasa danr
=25a;
meuk o meEnjanin ticak merugikan  Femsr-intah
=2 proses peliimbpahan z2:tau pangzaiihan
chavaan Dezz kepada plhak lzin harus dizdz-
an panaksliran dan psnetapan clah Panitia
nakat Desa vang mengikutsertakan BPO.
BAB IX

PENGRWASAN KEKAYAAN DESA
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Pasal 16

Percawasan terhadap kekayaan Desa sebagaimana
dimaksud Pasal & dilakukan oleh Bupati atau
Pejabat vang dituniuk dan BPD.

PEMBERDAYAQAN POTENSI

potensi D=2=a dalam meningkatkan

dilakukan denagan mendirikan
ik Desa, e1akLkan pwnjaman dan
pihak lain.

BAB X

KETENTUAN PERALTHAN

Paszl 18

Sumber pandapatan Desa berupa tanah kas Desa
atau sesienisnya vang sebelum berlakunya Undana-
undzng Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah merupakan sumber atau sebagal penghasilan
langsung bagil Kepala Desa dan Perangkat Desa
ditstapkan menjadi sumbar pendapatan besa vying
pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
melalui aAPsh
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8AB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunva Peratura: oaesran ini, Mmaka
semua ketentuco- - . .angan dengan Pesrat-
tzxan tidak berlaku lagi.

uirran Daerah
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Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 20 QOktober 2001

BUPATI REFMBANDG

DARSOCONO

Diundangkan di R 2 m b a n g

pada tanggzl & Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH XABUPATEN
REMBANG

H. H G E R a N T 0,859 1

Pembina Utama Madva
NIP. 500 0aQ 991

LEMEARAN DSERAH  KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NOMOR 16
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAFRAH KABUPATEN REMEANG
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
SUMBER PENDAFPATAN DESA
T, uMUH
Dzlam ranaka meningkatkan penyelenggar-
zzn pemarintahan  dan  pembangunan  di
dibutuhkan pembiavaan yang ticak ssdikit,
Unptuk 31ty mzkza sumbar—sumber pendapatan
harus dikelola sscara berdaya guna
nerhasil guna, agar Desa mampu mengatur serta
mencurus kercsentlngan masvarakatnya.
herdasarkan Pasal 57 ayat
Haput teri Dalam Megeri Naomor 64 Tahun
1929 ng Pedoman Umum Pengaturan
Mzngs sz, dissbutkan bahwa pengaturan
sumbe anatan ODssa ditetapkan dsngan
Parat rah Kabupzaten.
IiT. PAaSAal DEMI PASAL
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Tasal 2
Cukup jelas
Fzsal 3
Cukup jelas
“zzal 4 =
Cukup Jelas
Fzzal 5
Cukup jelzs -
Pzzzl &
Cukup jelas
azal 7
~yat ‘(J.)
Cukup jelas
syat (2)
Cukip jelas
avat (3)
Yang dimaksud bersifat mendesak
adalah seperti bencana alam, kematian
Paszl 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas &

Cukup jelas
2
Cukup jelas

a
Cukup jelas
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15

Aayat (1)

Cukup Jjelas

Avat (2)

Pelimpahan dan pengalihan kekayaaan

Desa dengan Kketentuan : '

a. harus memberikan ganti tanah vang
senilai dengan tanah vang dilepas—
kRan;

b. apabkila penggantian dengan uang,
maka harus dapat digunakan untuk
membeli tanah lain vang senilai.

Paszl 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
Pzsal 18

a. ¥=pala Desz yanga sudah mendapatkan
bengkok sehagal penghasilan tetap
sesuai  dengap Surat Keputusan Bupatil
barlaku sampai berakhir masa jaba-
tannvya;

L. Peraingkat [Desa vang sudah mendapatkan
bangkok sebagsal psnghasilan tetap
sesuai dengan Surat Keputusan Bupati
ak ditata kembali sesual dengan

an
Ketentuan Pasal 18, setelah 3 (tiga)
tahun ditetankannya Peraturan Daerah
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g1  Perangkat Desz dan Kenala
ng diangkat pada tzahun 2002
rlaky Paraturan Dasrah ini.
jelzs

jelas

Jelias

Jelas

islas

LEMEARRAN DAERAR KEBURPATEN ~

0

o

w
n
o

3

o)

i |

£



